KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa agar terlaksananya pengelolaan Barang Milik
Negara yang tertib dan berkesinambungan serta
tersusunnya laporan Barang Milik Negara (BMN) di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone yang handal dan akuntabel, maka perlu
ditunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara
(BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;

bahwa nama dan jabatannya yang tercantum pada
keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat
untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan Penyimpan Barang
Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk
Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik
Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian = Kembali Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
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12,

13.

14.

15.

175);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 472);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
terkahir telah dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

4-
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPANAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN
2025

Menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara
(BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bone Tahun Anggaran 2025, atas nama;

Nama : HASBAR KURNIAWAN.
NIP : 19801011 200701 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Ill.a
Alamat email : w2n.kpu@gmail.com

Tugas Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2025, sebagai Berikut;

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara
(BMN) pada aplikasi SAKTI dan SIMAN;

Melaksanakan stock opname fisik barang;

Membuat Daftar Barang Ruangan dan Register Barang;
Melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara
(BMN) yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien
untuk dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara
(BMN);

5. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) setiap akhir semester
dan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) beserta Laporan kondisi
Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;

6. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
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(CaLBMN).

7. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL
setiap semester serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan;

8. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup
buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan

perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

yang menangani

urusag ) Hukum,
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